KETIGA - Dualam hal pelaksanaan pendidikan ternyate limbul kerugian
terhadap pihak luin atau peserta didik  yanp mengakibalkan
terhentinya pendidikian. maka sepata resiko yang timbul sepenubnya
menjadi tangpung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini

! dapat dibatalkan dan atau batal demi huknm.

KEEMPAT : Segala ‘penyimpangan dan atau kelalaian -tas ketemuan dalam
keputusan ini yang dapat merugikar kewibawaan pemerinlah baik
sengaja maupun tidak sengaja. maka keputusin ini batal atau batal
aemi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalibkan izin pendirian sckolah ke pihak lain
dengan dalih apapun sebelum adanya pessetujuan dari Peinerintah
Dacrah Kabupaten Bogor.

KEENAM E Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterag kan.
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PEMERINTAH KABUPATEN EOGOR
DINAS PENDIDIKAN

A1 Nyaman No. | Desa Tengah Kee. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 4241/ (% -Disdik/2009

TENTANG

171N OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAR USIA DINI
PAUD KUNTUM MEKAR
KP.JANGKAR DESA MEKARWANG!
KECAMATAN CARIU
KABUPATEN BOGOR

/ KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Menimbang . a4 Bahwa dalam upaya meningkatzan dan pemerataan pendidikan
/

‘kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksinaan pendidikan usia
dini. perlu  memberikan  izin Opera-ioaal  Penyelenggaraan
Pendidikan Anak  Usia Dilnl / PAUD FKUNTUM MEKAR
yang berlokasi di Kp.Jangkar Desa Mekar Wangi Kecamaian

Cariu Kabupaten Bogor.

b. Rahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiinana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / PAUD KUNTUM
MEKAR yang berlokasi di Kp.jangkar Desa Mekar Wangi

Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 w@idang Pemerintabr Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Rarat ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8):

2

Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2003 teatzne Sistem Pendidikan
Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 3390):



Memperhatikan

MEMUTUSKAN
Menctapkan
KESATU

KEDUA

6.

(£

Undang-Undang No.20 tahun 2003 watmg Sysiem  nendidikan
Nasicnal Pasal 28:

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 1991 sentang Pendidikan Luar
Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah Mo 27 tabun 1990 fentang
Pendidikan Pra Sekolah:

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Memor :060/U/2C02 anggal
26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sckoloh:

Peraturan  Daerah Kabupaten Bogor Nornor 9 Tahun 2008, susunan
dan Kedudukan Organisasi  Perangkat Dazrah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nowor 9 ),

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomo. ! 1,

Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian  Kewenangan
Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum  Kepada
Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/1 82/1pts/Huk/2005 tenggal
30 Mei 2005,

Sural permohonan izin Operesivnal dari Penyelenggata Pendidikan
PAUD Kuntum Mekar, Tanggal..., Nomon: 01/PAUD-KM/V/2009,
perihal lzin Penyclenggaraan PAIID,

Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan ¢ leh Penilik UPT Kurikulum

Dinas Pendidikan Kecamatan Cariu tangga 11 il 2008

Memberikan Izin Operasional Penyelengairaan kepada :

Nama PAUD @ Kuntum Mekar

At ¢ Kp. Jangkar
Desa ' 1 Mekarwangi
Kecamatan : Cariu

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam  diktum KESATU,
berlaku sepanjang memenuhi semua ketentnan peraturan perundang-
undangan yang berlaku can wajib metakukan daftar ulang (Her
Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepads Kepala Dinas

Pendidikan.



